
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang­ 

Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara 

lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 

I Kahmantan Selatan sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Repubh'k 
Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siatem 

Pendidrkan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan l..embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 430l); 

• . 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a. maka perlu ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan 

pendidikan kepada rnasyarakat, serta meningkatkan 

partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka 

perlu untuk memberikan izin operasional sekolah, 

Mengingat 

Menunbang 

IZil'f OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUA1' (SMKI ISLAll ARRIYADB 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAM.Alf MODAL DAB PBLAYAllAll TBRPADU 
SATU PINTO PROVINS! KALIMANTA1' SELATAll 

NOMOR: 503/ 321/XII/DPMPTSP/2018 

TENT ANG 

PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN SEI ATAN 
DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAY ANAN TERPADU SATU PINTU 








